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ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence whether or not there is some
difference on financial performance of local government before and after the regulation
no. 17 of the year 2003 was issued. The data of this research are APBD Madiun
municipality of 2001-2006. The hypothesis testing uses paired sample t test.

The result of the research indicates that the degrees of fiscal outonomy ratio,
expenditure effectiveness ratio, and capital expenditure growth ratio are empirically
significant, namely there is some difference before and after the regulation no. 17 of
the year 2003 was issued. While, the ratio of independence in defrayal, the ratio of
ability of local government mobilization, independence ratio toward aid, revenue
effectiveness ratio, routine expenditure ratio, development expenditure ratio, the ratio
of PAD growth, the ratio of revenue growth, the ratio of expenditure growth, and the

ratio of routine expenditure growth are not different significantly before and after the
regulation no. 17 of the year 2003 was issued.

Keywords: financial performance, APBD, the regulation no. 17 of the year 2003.

A. Pendahuluan

Otonomi daerah mulai efektif dila-
kukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001

dengan dikeluarkannya UU No0.22/1999

tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No0.25/1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Kedua un-
dang-undang tersebut menjadi dasar
dalam perubahan pengelolaan peme-
rintahan di daerah karena berdasar
pada asas desentralisasi. Kedua undang-
undang tersebut kemudian diubah
dengan UU No.32/2004 tentang Peme-
rintahan Daerah dan UU No0.33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dengan tujuan lebih menyem-
purnakan pelaksanaan otonomi daerabh.

Sebenarnya pola pendelegasian
wewenang dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah sudah ada
sejak lama. Contohnya dalam UU No.5/
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-
tahan di Daerah, ada 3 prinsip yang dia-
nut, vaitu desentralisasi, dekonsentra-
s1, dan fungsi pembantuan. Dari ketiga
prinsip tersebut yang dominan dalam
pelaksanaannya adalah dekonsentrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah ber-
dampak pada perubahan yang menda-
sar dalam penyelenggaraan peme-
rintahan, karena adanya perubahan
sistem dari sentralisasi ke desentrali-
sasi. Otonomi daerah berdampak pada
pemberian wewenang yang luas dalam
penyelenggaraan pemerintah dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat di
daerabh.

Pemerintah daerah harus mampu
menyediakan dana untuk menye-

lenggarakan tugas-tugas pemerintahan
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di daerah, bahkan pemerintah
daerah harus mampu menggali sumber
dana/pendapatan, agar mampu menjadi
daerah yang mandiri sehingga, dapat
melaksanakan otonomi daerah sepe-
nuhnya. Untuk menyelenggarakan
otonomi1 secara luas dalam menye-
lenggarakan pemerintahan dan kewe-
nangan di daerah dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Pendapatan daerah
terdiri atas pendapatan asli daerah
(PAD), dana perimbangan, pinjaman
daerah, dan pendapatan lain-lain yang
sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah
pemerintah pusat tidak hanya mem-
berikan kewenangan dalam peme-
rintahan tetapi juga kewenangan dalam
pengelclaan keuangan. Penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat
dibarengi dengan penyerahan sumber-
sumber pembiayaan yang semula
dipegang pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dalam UU No. 34/
2000 tentang Pajak dan retribusi
Daerah, telah secara jelas dipisahkan
pendapatan bagi provinsi dan bagi kota/
kabupaten. Di samping itu terdapat juga
transfer/dana alokasi dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang
tujuannya mengurangi kesenjangan
fiskal antardaerah.

Dengan diberinya kewenangan
dalam mengelola keuangan daerah,
maka pemerintah daerah harus dapat
membelanjakan pendapatannya dengan
sebaik-baiknya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Keberha-
silan pemda dalam mengelola keu-
angan (APBD) dapat dilihat dan
dianalisis dari realisasi APBD dan
laporan Eeuangannva. Salah satu alat
analisis yang dapat digunakan untuk
mengukur Einerja APBD adalah rasio
keuangan APBD.

Sejak diterbitkannya UU No.17/2003
tentang Keuangan Negara, terjadi
perubahan dalam pengelolaan keu-
angan daerah, yaitu adanya kewajiban
bagi pemerintah daerah untuk menyu-
sun laporan keuangan yang terdiri atas
Neraca Daerah, laporan surplus defisit,
laporan arus kas, dan laporan perhi-
tungan APBD. Dalam hal pengang-
garan daerah juga terjadi perubahan,
yaitu diterapkannya anggaran ber-
dasarkan kinerja (performance based
budgeting). Berdasarkan anggaran
kinerja tersebut diharapkan kinerja
pemerintah daerah dalam membelan-
jakan pendapatannya semakin baik,
karena setiap program/proyek /kegiatan
harus dapat diukur kinerjanya.

Dari latar belakang di atas permasa-
lahan yang diajukan dalam penelitian
1n1 adalah apakah terdapat perbedaan
kinerja keuangan sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No. 17/2003.

Penelitian ini bertuyyjuan membuk-
tikan secara empiris ada tidaknya
perbedaan kinerja keuangan sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU No.17/
2003. Penelitian ini diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah
sebagal bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan publik dan
mengetahui kinerja APBD. Bagi masya-
rakat dapat mengetahui kinerja yang
telah dicapai pemerintah daerah Kota
Madiun.

B. Tinjauan Pustaka
1. Penganggaran Sektor Publik
Menurut Indra Bastian (2006),
anggaran dapat diinterprestasikan
sebagai paket pernyataan perkiraan
penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan akan terjadi dalam satu
atau beberapa periode mendatang.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2002)
anggaran merupakan pernyataan
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mengenal estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran fi-
nansial. o

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) pada hakikatnya me-
rupakan rencana kerja pemerintah
daerah yang diwujudkan dalam bentuk
moneter selama periode tertentu dan
juga sebagai salah satu instrumen bagi
pemerintah daerah dalam menentukan
kebijakan dalam upaya untuk mening-
katkan pelayanan publik dan mewujud-
kan kesejahteraan masyarakat. APBD
harus dapat mencerminkan kebutuhan
riill masyarakat dan juga potensi dari
masyarakat yang tercermin pada
program/kegiatan.

2. Reformasi Keuangan Negara
Sejak diterbitkan UU No.17 tahun
2003 menjadi tonggak sejarah yang
mengawali reformasi keuangan negara
menuju pengelolaan keuangan yang
efisien. Dalam undang-undang tersebut
diatur antara lain tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBN dan APBD,
vaitu bahwa presiden dan kepala
pemerintah daerah wajib menyam-
paikan laporan pertanggungjawaban
yang berupa Laporan Realisasi Ang-
garan, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dalam UU No.17 tahun 2003 juga
dimuat perubahan dalam pengang-
garan, yaitu pelaksanaan anggaran
yang berbasis kinerja. Menurut Indra
Bastian (2006), kinerja adalah penca-
paian pelaksanaan suatu kegiatan/
program/kebijaksanaan dalam me-
wujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi. Secara umum kinerja
merupakan prestasi yang dicapai oleh
organisasi pada periode tertentu.
Pengelolaan keuangan pada orga-
nisasi sektor publik didasarkan pada
konsep value for money (VFM) atau
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yang dikenal dengan 3E yaitu eko-

“nomis, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan konsep VFM akan memu-
dahkan dalam mengukur aktivitas/
kegiatan/program/proyek yang dilaku-
kan, sehingga diketahui keberha-
silannya.

3. Analisis Rasio Keuangan pada
APBD
Mengukur kinerja APBD dapat

dilakukan dengan analisis rasio yang
dilakukan dengan membandingkan
hasil yang dicapai sekarang dengan
periode sebelumnya atau dapat juga
dengan cara membandingkan pos-pos
dalam APBD secara vertikal. Di sam-
ping itu dapat juga membandingkan
rasio kinerja pada pemerintah daerah
yang satu dengan pemerintah daerah
lainnya.

Menurut Rahmat Tri Haryadi (2005)
hasil analisis rasio keuangan dapat
digunakan untuk: _

a. menilai kemandirian keuangan
daerah dalam membiaval penye-
lenggaraan otonomi daerah

b. mengukur efektivitas dan efisiensi
dalam merealisasikan pendapatan
daerah

c. mengukur sejauh mana aktivitas
pemerintah daerah dalam membe-
lanjakan pendapatan daerahnya

d. mengukur kontribusi masing-masing
sumber pendapatan dalam pemben-
tukan pendapatan daerah

e. melihat pertumbuhan atau perkem-
bangan perolehan pendapatan dan
pengeluaran yang dilakukan selama
periode tertentu
Beberapa rasio keuangan yang dapat

dikembangkan dari APBD antaralain:

a. Rasio kemandirian, yaitu untuk
mengukur kekuatan pemerintah
daerah dalam membiayai APBD.

Menurut Kuncoro (dalam Bambang
Haryadi, 2002) ada 2 kriteria untuk



mengukur tingkat kemandirian
yvaitu (1) kemampuan daerah dalam
pembiayaan, dan (2) kemampuan
mobilisasi daerah. Rasio yang sering
digunakan untuk mengukur keman-
dirian daerah adalah:

1) Rasio kemampuan daerah da-
lam pembiayaan, yang dihitung
dengan membandingkan antara
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan Belanja Rutin Non
Pegawai

2) Rasio Kemampuan Mobilisasi
Daerah yang diukur dengan
perbandingan Pajak Daerah
dengan PAD

3) Rasio Kemandirian terhadap
Bantuan, yang diukur dari per-
bandingan antara PAD dengan
bantuan pemerintah pusat/pro-
vinsi dan pinjaman

b. Tingkat Ketergantungan atau Dera-

jat Otonomi Fiskal,
Rasio in1 digunakan untuk mengu-
kur tingkat kemampuan daerah
dalam meningkatkan PAD. Derajat
Otonomi Fiskal merupakan perban-
dingan antara PAD dengan total
penerimaan APBD tanpa subsidi.
. Rasio efektivitas, yaitu rasio yang
menggambarkan kemampuan peme-
rintah daerah dalam merealisasikan
penerimaan dan pengeluaran yang
direncanakan. Rasio Efektivitas
diukur dengan 2 rasio yaitu:

1) Rasio Efektivitas Pengeluaran,
vaitu perbandingan antara reali-
sas1 pengeluaran APBD atau
belanja dengan target pengelu-
aran APBD atau belanja yang

2) Raswo Efektivitas Penerimaan,
yaitm perbandingan antara reali-
sasi penenmaan APBD dengan
target penerimaan APBD yang
ditetapkan. Dalam mengukur
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rasio efektivitas penerimaan
pada daerah dapat dikhususkan
pada penerimaan berupa PAD.

d. Rasio efisiensi, yaitu rasio yang

menggambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikelu-
arkan untuk memperoleh penda-
patan dengan realisasi pendapatan
vang diterima. Rasio Efisiensi
dihitung dengan membandingkan
antara biaya yvang dikeluarkan
untuk memungut PAD dengan
Realisasi penerimaan PAD.

. Rasio aktivitas/keserasian, yaitu

rasio yang menggambarkan bagai-

mana pemerintah daerah memprio-

ritaskan alokasi dananya pada
belanja rutin dan belanja pem-
bangunan secara optimal. Rasio

keserasian dapat diukur dengan 2

rasio keuangan yaitu:

1) Rasio Belanja Rutin terhadap
APBD, yaitu perbandingan anta-
ra total belanja rutin dengan
total APBD

2) Rasio Belanja Pembangunan
terhadap APBD, yaitu perban-
dingan antara total belanja pem-
bangunan dengan total APBD

Rasio Pertumbuhan, yaitu untuk
mengukur seberapa besar kemam-
puan pemerintah daerah dalam
mempertahankan dan meningkat-
kan keberhasilan yang telah dicapai
dari periode ke periode berikutnya.
Dengan mengetahui pertumbuhan
masing-masing komponen sumber
pendapatan dan pengeluaran maka
dapat digunakan untuk mengevalu-
asl potensi sumber-sumber yang
dapat diperhatikan atau diprioritas-
kan. Rasio pertumbuhan dapat
diukur dari:

1) Rasio Pertumbuhan PAD, yaitu
PADt dikurangi PADt-1 dibagi
dengan PADt-1
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2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan,
yaitu Penerimaan t dikurangi
Penerimaan t-1 dibagi dengan
Penerimaant-1

3) Rasio Pertumbuhan Pengelu-
aran, yaitu Pengeluaran (Be-
lanja) t dikurangi Pengeluaran
(Belanja) t-1 dibagi Penge-
luaran (Belanja) t-1.

4) Rasio Pertumbuhan Belanja
Rutin, yaitu Belanja Rutin t
dikurangi Belanja Rutin t-1
dibagi Belanja Rutin t-1

5) Rasio Pertumbuhan Belanja
Pembangunan, yaitu Belanja
Pembangunan t dikurangi Belan-
ja Pembangunan t-1 dibagi
Belanja Pembangunan t-1

g. Debt Service Coverage Ratio (DSCR),
yaitu perbandingan antara penjum-
lahan pendapatan asli daerah,
bagian daerah dari pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan, penerimaan
sumber daya alam dan bagian
daerah lainnya serta dana alokasi
umum setelah dikurangi belanja
wajib, dengan penjumlahan ang-
suran pokok, bunga dan biaya
pinjaman lainnya yang jatuh tempo

4. Penelitian Terdahulu
Penelitian Sohidin dan Ngadiman

(2005) menguji kinerja keuangan APBD

Kabupaten Boyolali dengan menggu-

nakan data APBD tahun 2000 sampai

2005, diperoleh hasil bahwa rasio

kemandirian masih rendah. Hasil rasio
keserasian menunjukkan bahwa seba-
gian besar dana digunakan untuk
membiayai belanja rutin, sehingga rasio
belanja pembangunan relatif rendah.

Rasio pertumbuhan menunjukkan

pertumbuhan yang positif meskipun

kecenderungan pertumbuhan semakin
berkurang.

Widya Warta No. 02 Tahun XXXII/dJul1 2008

ISSN 0854-1981

Abdul Halim (2001) meneliti ten-tang
pengaruh fiscal stress pada APBD.
Hasilnya menunjukkan bahwa fiscal
stress mempengaruhi APBD yang
dibuktikan dengan terjadinya perge-
seran pada penerimaan dan pengelua-
ran APBD.

Bambang Haryadi (2002) juga me-
lakukan penelitian tentang pengaruh
fiscal stress terhadap kinerja keuangan
pemerintah kota/kabupaten di Provinsi
Jawa Timur, menemukan hasil untuk
rasio tingkat kemampuan pembiayaan
dan tingkat desentralisasi fiskal menun-
jukkan perbedaan yang signifikan pada
periode sebelum dan sesudah krisis.
Sedangkan tingkat mobilisasi daerah
menunjukkan bahwa pada periode
sebelum krisis ternyata lebih kecil
dibandingkan dengan periode sesudah
terjadi krisis. Pada tingkat rasio
ketergantungan, hasilnya menun-
jukkan bahwa pada periode sebelum
krisis lebih besar dari pada sesudah
krisis.

Penelitian Hastuti dan Moharto
dalam Khoirunisak dan Ardi Hamzah
(2007) tentang analisis keuangan
daerah sebelum dan sesudah otonomi
daerah pada Pemda Kota Semarang
menunjukkan bahwa terdapat perbe-
daan pada rasio kemandirian, rasio
efektivitas, dan DSCR. Sedangkan rasio
efisiensi tidak terdapat perbedaan
antara sebelum dan sesudah otonomi
daerah.

Johan Arifin (2005)melakukan
penelitian tentang kinerja keuangan
sebelum dan pada saat fiscal stress
terhadap Kabupaten/Kota di provinsi
Jawa Barat pada tahun amatan 1995
sampai dengan 2000 menunjukkan hasil
bahwa kemampuan pembiayaan daerah
lebih tinggi sebelum fiscal stress
dibanding dengan saat fiscal stress.
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Hasil penelitian Andi Kristiawan
(2007) menunjukkan bahwa tingkat

kemandirian Pemda Kota Madiun,

tingkat belanja pembangunan, tingkat

pertumbuhan PAD, tingkat pertumbuh-

an pendapatan, tingkat pertumbuhan
belanja rutin, tingkat pertumbuhan
belanja pembangunan tidak berbeda
signifikan sebelum dan sesudah oto-
nomi daerah. Sedangkan tingkat
belanja rutin berbeda signifikan sebe-
lum dan sesudah otonomi daerah.
Khoirunisak dan Ardi Hamzah
(2007) melakukan penelitian pada
APBN sebelum dan sesudah UU No. 17
tahun 2003 dan hasilnya terdapat
perbedaan pada rasio kemandirian 1
dan rasio belanja rutin sebelum dan
sesudah adanya UU No. 17/2003.
Sedangkan untuk rasio kemandirian 2,
rasio efektivitas penerimaan, rasio
efektivitas pengeluaran, rasio kesera-
sian belanja pembangunan, rasio
pertumbuhan penerimaan, dan rasio
pertumbuhan pengeluaran tidak terda-
pat perbedaan yang signifikan sebelum
dan sesudah adanya UU No. 17/2003.

C. Hipotesis

H1: Terdapat Perbedaan Tingkat Ke-
mandirian Pembiayaan sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No.17 Tahun 2003

H2: Terdapat Perbedaan Kemampuan
Mobilisasi Daerah sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003

H3: Terdapat Perbedaan Tingkat Ke-
mandirian terhadap Bantuan sebe-
lum dan sesudah diterbitkannya
UU No.17 Tahun 2003

H4: Terdapat Perbedaan Tingkat Dera-
jat Otonomi Fiskal sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003

H5: Terdapat Perbedaan Efektivitas

Pendapatan sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

H6: Terdapat Perbedaan Efektivitas
Belanja sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

H7: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja
Rutin sebelum dan sesudah diter-
bitkannya UU No.17 Tahun 2003

H8: Terdapat Perbedaan Rasio Belanja
Pembangunan sebelum dan sesu-

dah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003
H9: Terdapat Perbedaan Rasio Per-
tumbuhan Pendapatan sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No.17 Tahun 2003
H10:Terdapat Perbedaan Rasio Per-
tumbuhan PAD sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003
H11:Terdapat Perbedaan Rasio Per-
tumbuhan Belanja/Pengeluaran
sebelum dan sesudah diterbit-
"kannya UU No.17 Tahun 2003
H12:Terdapat Perbedaan Rasio Per-
tumbuhan Belanja Rutin sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No.17 Tahun 2003
H13:Terdapat Perbedaan Rasio Per-
tumbuhan Belanja Pembangunan
sebelum dan sesudah diterbit-
kannya UU No.17 Tahun 2003

D. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang bersifat kuantitatif
berupa APBD untuk mengetahuil
kinerja pemerintah daerah. Sampel
dalam penelitian ini adalah APBD Kota
Madiun tahun 2001 sampai dengan
2006. Pengumpulan data dengan teknik
dokumenter, dengan mendownload
pada situs www.djpk.depkeu.go.id.
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Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah

yaitu:

1.

. Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah =

. Rasio Efektivitas Pengeluaran =

. Rasio Belanja Pembangunan

Rasio Kemandirian
Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mem-biayai sendiri
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Rasio kemandirian

dalam penelitian ini diukur dengan:
Pendapatan Asli Daerah

|

Rasio Kemandirian Pembiajraan DU SO ST e R ¥ O
Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai

Pajak Daerah
Pendapatan Ashi Daerah

Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana eksternal, sehingga diukur dengan:

, . Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian terhadap bantuan =

Bantuan Pemerintah Pusat/
Provinsi dan Pinjaman

. Tingkat Ketergantungan atau Derajat Otonomi Fiskal,

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
meningkatkan PAD

Derajat Otonomi Fiskal = ______________________Pendapatan s S
Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi
. Rasio Efektivitas

Rasio1n1 menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Rasio efektivitas dalam penelitian ini diukur dengan:

Rasio Efektivitas Penerimaan = Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan

Realisasi Pengeluaran APBD
Target Pengeluaran APBD yang ditetapkan

Rasio Keserasian atau Rasio Aktivitas -

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan Rasio Keserasian
dalam penelitian ini diukur dengan:

Total Belanja Rutin

Total APBD _
Total Belanja Pembangunan

Total APBD

Rasio Belanja Rutin -~
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5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan
untuk mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah
dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang
telah dicapai dari periode ke periode
berikutnya. Rasio pertumbuhan
yang digunakan dalam penelitian
ini diukur dengan:

a. Rasio Pertumbuhan PAD, yaitu
PAD t dikurangi PAD t-1 dibagi

dengan PAD t-1

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

yaitu Penerimaan t dikurangi

Penerimaan t-1 dibagi dengan

Penerimaan t-1

c. Rasio Pertumbuhan Pengeluaran,
yaitu Pengeluaran (Belanja) t diku-
rangl Pengeluaran (Belanja) t-1
dibagi Pengeluaran (Belanja) t-1.

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin,
yvaitu Belanja Rutin t dikurangi
Belanja Rutin t-1 dibagi Belanja
Rutin t-1

e. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemba-
ngunan, yaitu Belanja Pembangunan
t dikurangi Belanja Pembangunan

t-1 dibagi Belanja Pembangunan t-1

Sebelum dilakukan pengujian hipo-
tesis terlebih dahulu dilakukan pengu-
jilan normalitas data. Pengujian
normalitas untuk mengetahui apakah
data berdistribusi normal atau tidak.
Pengujian normalitas dengan menggu-
nakan uji One Sample Kolmogorov-
Smirnov. Data dikatakan normal bila
nilai probabilitas > 0,05 (Imam Ghozali,
2005).

Pengujian hipotesis menggunakan
uji beda sampel berpasangan (paired
sample t test). Hipotesis diterima jika
nilai probabilitas < 0,05. Tetapi jika
datanya tidak normal maka pengujian
hipotesis menggunakan non-parame-

trik yaitu uji dua sampe!l berhubungan
(Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon).

K. Hasil Pengujian Hipotesis dan
Pembahasan
Sebelum dilakukan pengujian hipo-
tesis, terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas data. Hasil uji normalitas
data dengan uji Kolmogorov-Smirnov

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Hasil Pengujian Normalitas Data

Variable Sebelum | Sesudah |
Rasio kemandirian dalam Pembiayaan 1,000 0,978 |
' Rasio kemampuan Mobilisasi daerah 0,925 1,000
' Rasio kemandirian terhadap bantuan 0,944 0,841 _I
_Derajat otonomi fiscal 0,929 0,807 |
_ Rasio efektivitas Penerimaan _ - l 0,794 0,789
_Rasio Efektivitas pengeluaran | 0,998 1,000
| Rasio Belanja Rutin ] 0,845 0,952

__Hasio belanja Pembangunan

h Ra:m pertumbuhan PAD

| R: Rasio Pertumbuhan Pendapatan

' Ra:m Pertumbuhan pengeluaran

| Rasm Pertumbuhan Belanja rutin
| Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

0,867

Su:mm' output SPSS diolah
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Dari tabel di atas diperoleh hasil
bahwa semua variabel baik pada saat
sebelum dan sesudah diterbitkan UU
No. 17 tahun 2003 berdistribusi normal.
Hal 1ni ditunjukkan oleh nilai signi-
fikansi setiap variabel di atas 0,05.
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Pengujian hipotesis menggunakan
Paired Sample T test, karena datanya
normal dan jumiah data kecil. Hasil
Paired Sample T Test dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2.
Paired Samples Test

- irces

95% Confidence

Interval of the |

Std. Error Difference

S — L Mean Btd. Deviatio Mean | lower | Upper | t | df Big. (2-tailed]
T L et Pper | e

kmdrpmyssd ,601600 | ,388343 |,224210 |,566297 {,363097 | -2,683 2 115
Pair 2 kmdrmbilsbl - -

air < kmdrmbisbl - kmdrmil o o 02 |00680E-02 p.31E-02 |167401 BA7E-02 | -2.934 : 099 |

Pair 3 kmdrsbim - kmdrssd 1,429830 3,598859 p,077802 5,510232 |,369892 | 1,169 2 363 |
| Pair 4 drjtotfsksbl - drjtotfsk¢-2 5E-02 |,17333E-03 #,72E-03 4 5E-02 4.5E-03 | -5,263 2 034 |
| Pair 5 efktpnrmnsbl - ; . P -
: e a— B,48E-02 | 39546E-02 B,12E-02 +9,9E-02 |,168797 | 1,116 2 383;
Pair 6 efktpglrnsbl - efkipgirg 59E-02 |[18930E-02 5.87E-03 p,32E-03 p,54E-02 | 5,223 | 2 035
Pair 7 aktvblirinsbl! - | - e |
| piivhtietiouss ,116300 | ,286408 {,165358 |,827776 |,595176 | -,703 2 555 |
| Pair 8 aktvbljpbgnsb! - _ ) 1

akivhlinbionsssd ,80E-02 { ,237709 |,137241 },512468 | 668535 569 2 627
Pair 9 pertmhbijrinsbl - i

h . .

ortmbblirtnssd ,980233 | 1,750993 },010936 B,359475 5,339942 ,980 | 2 431
Pair pertmbhpadsbl - f E
10, . primbpadssd ,848633 | 1,017387 |,587389 },678696 B,375963 | 1,445 2 285 |
Pair primbpdtsbl - | !
11 primbpdtssd 304300 | 3,289123 {,898976 5,866334 D.474924 | 1,213 2 349
| Pair prtmbpngirsbl - i
2 petmbonainesd 476433 | 1,663311 1,950313 P,655460 5608325 | 1,537 2 264
Pair prtmbijpbgsbi - i |
13 prtmbbljpbmgssd 0726? I 1,15289 665609 |,208881 p,9362 ,616 2 B _ |

Sumber : Ouiput SPSS

Dari hasil pengujian di atas dapat
diperoleh hasil penelitian sebagai
berikut:

1. H1: Terdapat perbedaan Rasio
Kemandirian dalam pembiayaan
sebelum dan sesudah diterbitkannya
UU No. 17 tahun 2003
Dari hasil Paired Sample T Test pada
Tabel 2 diketahui nilai signifikansi
sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05,
sehingga H1 ditolak, artinya tidak
terdapat perbedaan rasio kemandi-

rian dalam pembiayaan sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17/
2003. Hasil ini mendukung hasil
penelitian Andi Kristiawan (2007)
tetapi tidak mendukung hasil pene-
litian Bambang Haryadi (2002). Hal
in1 dikarenakan daerah belum dapat
mengoptimalkan penerimaan PAD
untuk membiayai pengeluaran
rutin.

2. H2: Terdapat Perbedaan Kemam-
puan Mobilisasi Daerah sebelum dan



Sebelu

sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003

Pada output Tabel 2 untuk rasio

kemampuan Mobilisasi Daerah,
diperoleh nilai probabilitas (signi-
fikansi) sebesar 0,099 lebih besar
dari 0,05, sehingga H2 ditolak. Hal
ini berarti tidak terdapat perbedaan
kemampuan mobilisasi daerah
sebelum dan sesudah diterbitkannya
UU No. 17 Tahun 20603. Hasil
penelitian ini mendukung hasil
peneliitian Bambang Haryadi (2002).
Hal in1i menunjukkan bahwa daerah
masih tergantung pada sumber dana
eksternal dan belum optimal dalam
menggali sumber PAD, terutama
dari unsur pajak daerabh.

. H3: Terdapat Perbedaan Tingkat
Kemandirian terhadap Bantuan
sebelum dan sesudah diterbitkannya
UU No.17 Tahun 2003 |

Hasil pengujian pada rasio tingkat
kemandirian terhadap bantuan pada
Tabel 2 didapat nilai signifikansi
sebesar 0,363 lebih besar dari 0,05
maka H3 ditolak. Artinya tidak
terdapat perbedaan tingkat keman-
dirian terhadap bantuan sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No.17 Tahun 2003. Hasil penelitian
in1 mendukung hasil penelitian
Khoirunisak dan Ardi (2007) dan
Andi Kristiawan (2007). Ketidak-
signifikanan hasil disebabkan dae-
rah masih mengandalkan bantuan
dari pemerintah pusat/propinsi
dalam membiayai pengeluaran.

. H4 : Terdapat Perbedaan Derajat
Otonomi Fiskal sebelum dan sesu-

dah diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

Pada Tabel 2 diketahui untuk
derajat otonomi fiskal diperoleh
hasil pengujian nilai signifikansi
sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05,
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m dan Sesudah Diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003

sehingga H4 diterima. Artinya
terdapat perbedaan Derajat Otonomi
Fiskal sebelum dan sesudah diter-
bitkannya UU No.17 Tahun 2003.
Hasil penelitian in1 mendukung
hasil penelitian Bambang Haryadi
(2002).

. H5: Terdapat Perbedaan Efektivitas -

Pendapatan sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

Dari Tabel 2 di atas diperoleh hasil
untuk pengujian rasio efektivitas
pendapatan menunjukkan bahwa
tidak terdapat perbedaan Efektivitas
Pendapatan sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003. Hal 1in1 ditunjukkan oleh nilai
signifikansi sebesar 0,380 lebih
besar dari 0,05. Jadi H5 ditolak.
Hasil in1 bertolak belakang dengan
hasil penelitian Khoirunisak dan
Ardi Hamzah (2007). Hal ini berarti
pemerintah daerah belum dapat
meningkatkan efektivitas pene-
rimaan PAD, kemungkinan unsur
penerimaan dari pajak yang belum
optimal.

. H6: Terdapat Perbedaan Efektivitas

Belanja sebelum dan sesudah diter-
bitkannya UU No.17 Tahun 2003

Hasil output pada Tabel 2 untuk
rasio efektivitas belanja diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih
kecil dari 0,05, maka H6 diterima.
Hal ini berarti terdapat nerbedaan
Efektivitas Belanja sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian Khoi-
runisak dan Ardi Hamzah (2007).

. H7: Terdapat Perbedaan Rasio

Belanja Rutin sebelum dan sesudah

diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk
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rasio aktivitas yang diukur dengan
_ ras1o belanja rutin menunjukkan
nilai signifikansi sebesar 0,555 lebih
besar dari 0,05, maka H7 ditolak.
Hal ini berarti tidak terdapat
perbedaan Rasio Belanja Rutin
sebelum dan sesudah diterbitkannya
UU No.17 Tahun 2003. Hasil pe-
nelitian ini tidak mendukung hasil
penelitian Andi Kristiawan (2007)
dan Khoirunisak dan Ardi Hamzah
(2007). Kemungkinan disebabkan
oleh pengeluaran belanja yang besar
sejak otonomi ditetapkan karena
sebagian besar gaji pegawai di-
alihkan ke pemerintah daerah.
Dalam APBD belanja rutin selalu
dominan.

. H8: Terdapat Perbedaan Rasio
Belanja Pembangunan sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003 -
Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk
rasio aktivitas yang diukur dengan
rasio belanja pembangunan menun-
jukkan nilai signifikansi sebesar
0,627 lebih besar dari 0,05, sehingga
H8 ditolak. Ini berarti tidak terdapat
perbedaan Rasio Belanja Pem-
bangunan sebelum dan sesudah
diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003. Hasil ini mendukung hasil
penelitian Andi Kristiawan (2007)
dan Khoirunisak dan Ardi (2007).
Hasil ini menunjukkan bahwa
pemda masih mengalokasikan dana
untuk belanja rutin yang cukup
besar, sehingga belanja pemba-
ngunan belum dapat ditingkatkan.

. H9: Terdapat Perbedaan Pertum-

buhan PAD sebelum dan sesudah

diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

Pada Tabel 2 untuk rasio pertum-
buhan PAD diperoleh hasil nilai
signifikansi sebesar 0,285 lebih
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besar dari 0,05, maka H9 ditolak.
Hal ini berarti tidak terdapat
perbedaan Pertumbuhan PAD
sebelum dan sesudah diterbit-
kannya UU No.17 Tahun 2003. Ini
disebabkan pemerintah belum
mengoptimalkan sumber-sumber
penerimaan internal. Dan pembi-
ayaan masih mengandalkan
bantuan. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian Andi
Kristiawan (2007), tetapi tidak
mendukung hasil penelitian So-
hidin dan Ngadiman (2005).

H10: Terdapat Perbedaan Rasio
Pertumbuhan Pendapatan sebe-
lum dan sesudah diterbitkannya
UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian pada Tabel 2 untuk
rasio pertumbuhan pendapatan
diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,349 lebih besar dari 0,05, maka
H10 ditolak. Hal ini berarti tidak
terdapat perbedaan Rasio Pertum-
buhan Pendapatan sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003. Hasil ini mendukung
hasil penelitian Andi Kristiawan
(2007) dan Khoirunisak dan Ardi
(2007). Hal ini dapat disebabkan
pemerintah daerah belum efektif
dalam meningkatkan penerimaan
PAD sebagai unsur utama sumber
dana pemda. Dan penerimaan
pendapatan sebagian besar berasal
dari sumber eksternal (transfer).
H11: Terdapat Perbedaan Rasio
Pertumbuhan Belanja/Pengelu-
aran sebelum dan sesudah diter-
bitkannya UU No.17 Tahun 2003
Hasil pengujian hipotesis pada
Tabel 2, untuk rasio pertumbuhan
belanja diperoleh hasil nilai signi-
fikansi sebesar 0,264 (lebih besar

dari a =0,05), sehingga H11 ditolak.
Dengan kata lain tidak terdapat
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Sebelum

12.

13.

perbedaan Rasio Pertumbuhan
Belanja/Pengeluaran sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian Khoi-
runisak dan Ardi Hamzah (2007),

tetapr bertolak belakang dengan

‘hasil penelitian Sohidin dan Nga-

diman (2005). Jika dilihat dari nilai
rata-rata (mean) untuk rasio per-
tumbuhan pengeluaran yang sema-
kin menurun pada saat sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No. 17/2003 dari 1,4484 turun
menjadi -0,0028 ini menunjukkan
vahwa pemda belum memberikan

perhatian yang besar dalam pelak-

sanaan kegiatan pemerintahan.
H12: Terdapat Perbedaan Rasio
Pertumbuhan Belanja Rutin sebe-
lum dan sesudah diterbitkannya
UU No.17 Tahun 2003

Hasil pengujian hipotesis pada
tabel 2, untuk rasio pertumbuhan
belanja rutin diperoleh hasil nilai
signi-fikansi sebesar 0,431 (lebih
besar dari a = 0,05), sehingga H12
ditolak. Dengan kata lain tidak
terdapat perbedaan Rasio Pertum-
buhan Belanja rutin sebelum dan

sesudah diterbitkannya UU No.17
Tahun 2003. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian Andi
Kristiawan (2007) tetapi bertolak
belakang dengan hasil penelitian
Khoirunisak dan Ardi Hamzah
(2007). Ini dapat disebabkan pemda
taidak dapat mengubah belanja rutin
karena unsur utama belanja rutin
adalah belanja pegawai yang tidak
mungkin dapat diubabh.

H13: Terdapat Perbedaan Rasio
Pertumbuhan Belanja Pemba-

ngunan sebelum dan sesudah

diterbitkannya UU No.17 Tahun
2003

. dan Sesudah Diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2003

Pada Tabel 2 untuk rasio per-

- tumbuhan belanja pembangunan
diperoleh hasil nilai signifikansi
sebesar 0,044 lebih kecil dar1 0,05,
maka H13 diterima. Hal in1 berarti
terdapat perbedaan Pertumbuhan
Belanja Pembangunan sebelum
dan sesudah diterbitkannya UU
No.17 Tahun 2003. Hasil ini tidak
mendukung hasil penelitian Andi
Kristiawan (2007).

F. Kesimpulan, Keterbatasan dan
Saran
Kesimpulan dari hasil analisis

“menunjukkan bukti empiris:

1. Untuk rasio derajat otonomi fiskal,
rasio efektivitas pengeluaran dan
rasio pertumbuhan belanja pemba-
ngunan terbukti terdapat perbedaan
antara sebelum dan sesudah diterbit-
kannya UU No. 17/2003.

2. Untuk rasio kemandirian dalam
pembiayaan, rasio kemampuan
mobilisasi daerah, rasio keman-
dirian terhadap bantuan, rasio
efektivitas penerimanan, rasio
aktivitas belanja rutin, rasio akti-
vitas belanja pembangunan, rasio
pertumbuhan PAD, rasio pertum-
buhan pendapatan, rasio pertum-
buhan belanja, rasio pertumbuhan
belanja rutin terbukti tidak terdapat
perbedaan antara sebelum dan
sesudah diterbitkannya UU No. 17/
2003.

Keterbatasan dalam penelitian ini,
antar lain: (1) objek penelitian hanya
di satu tempat, (2) periode waktu
amatan hanya 6 tahun, dan (3) tidak
memasukkan rasio efisiensi dan DSCR
untuk menilai kinerja APBD.

Saran bagi penelitian berikutnya: (1)
objek penelitian hendaknya diperluas
untuk seluruh Indonesia, dan atau
provinsi tertentu, (2) membandingkan
kinerja APBD antar daerah, (3) dan
menambah ukuran kinerja APBD
dengan rasio efisiensi dan DSCR.
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